
 

 

 
 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  149  /Kep.Bup/BPPD/2023 

 

TENTANG 

 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN 2024  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu di bentuk tim penyusun 

RKPD guna penyusunan dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah untuk Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

 

 

 SALINAN 



 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran 

negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

 



 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 

tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri 

nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk 

hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2013 Nomor 12); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2018 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 4 Tahun 2021); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  

 

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan 

susunan personalia sebagai berikut: 

  a.  Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat 

  b.  Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat  

  c.  Ketua : Kepala Pelaksana BPBD 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat  

  d.  Wakil Ketua : Sekretaris BPBD Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

  e.  Sekretaris : Okan Idias Ali, SH. MH 

Perencana Ahli Muda 

  f.  Anggota (PNS) : 1. Zulkafli,SP 

Administrator Kabid 

Bencana dan Rehabilitasi 

2. Muhammad Isya, SE 

Administrator Kabid 

Kesiapsiagaan, Sarana dan 

Prasarana 

 

 



 

 

 

3. Syafril 

Penata Penanggulangan 

Bencana Ahli Muda 

4. Syaipul Anwar, SE 

Penata Penanggulangan 

Bencana Ahli Muda 

5. Mardianto, SE 

Analis Kebencanaan Ahli 

Muda 

 

 

KEDUA 

 

: 

 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai  

tugas sebagai berikut: 

a. Perumusan Program/Kegiatan hasil Musyawarah Rencana 

Kerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai 

bahan Perencanaan Kerja Tahun Anggaran 2024; 

b. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) BPBD Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024; 

c. Menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja  Tahun 

Anggaran 2024 apabila terjadi perubahan APBD Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat; dan 

d. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati 

Tanjung Jabung Barat. 

 

KETIGA 

 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

   

6.29.12.5.2.1 (Belanja Pegawai)   

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 24 Maret 2023                               

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

              ttd 

 

     ANWAR SADAT 


